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1. Pa 18 a)at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
'ornor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain rnengen c •

Pernbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan &1 tan
sebagai Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1956 Nomor 65, Tnmbnhan Lcmbaran Negara Republik
Indone ia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembamn Negar
RepubUk Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnb han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4- 50) ebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraruran Pernerintnh Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 015 tentnng Perubahan Alas
Undnng-Undang Nomor 30 T hun 002 tentang Komisi
Pemberanta n Tind k Pid n Korup si Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Neg rt1 Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 107.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keu ngnn
Negara (Lernbaran Negam Republik Indonesia Tabun 200
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon .
Nomor 4286);

untuk m laksanak U1 ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Pera urnn P, m Tintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pen 1 Is .n Kcuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Standar Harga Satuan eli Lingkungan
Pern tintah Daerah:

t BERNUR KALIMANTAN SELATAN,

DENO l RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang:

TENTANG

STANDAR HARGA ATUAN or LINGKUNOAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR O/Ib TAHUN 2020

PERAT RAN GUBERl UR KALI {ANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4355); -

6. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawa_b Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun - 2019~ tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambaban

- Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor 6398); -
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); -

- iO. Undang-Undang .Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
- Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lerribaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan -Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 109, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6224);

17. Peraturan Pemerintab Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

18. Peraturan Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

19. -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor33);

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor57);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab -sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor60);
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945.

Pasa11

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN GU8ERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

MEMUTUSKAN:

23. Pcraturun Mcntcri Dnlnrn Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015
tcntnng Pcrnbcnt ukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Rcpublik Indonesia Tohun 2015 Nomor 2036) scbagairnana telah
diubnh dcngan Pcruturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 120
Tnhun 2018 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Menteri DaJam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukurn Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peran gkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 8elanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah
diubab beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerab Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
Nomor 95);
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Pasal3
(1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk digunakan dalam:

a. perencanaan APBD;dan
b. pelaksanaan APBD.

(2) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Standar Harga Satuan regional di Lingkungan Pemerintah Daerah berfungsi
sebagai berikut:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja

daerah.
(3) Dalam pelaksanaan APBD, standar harga satuan regional berfungsi sebagai

berikut:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan

anggaran kegiatan; dan
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui

karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya harga pasar.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam menentukan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan
untuk digunakan dalam pereneanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal2

~. P im 'rintnh I neruh ndnluh Gubcrnur scbogai unaur penycJcnggara
P '111'rilltnhnll Ducruh ynng mcmimpin pcluksunuun urusan pernerintahan
yntll:.t I1lCI\incli kcwcnnngnn dacruh otonorn.

4. Gubcrnur ndulnh Gubcrnur Kulirnnntan Sclatun,

5. API3D nduluh Ang zurun Pendapatan dun 8clanja Daerah Provinsi
Knlirnnntnn Sclatnn,

). Hnr n pusur udalnh hnrgu barang dan Iatau jasa yang berlaku di pasaran,
sudah tcrrnnsuk pajak.

7. Rcncana Kcrja dan Anggaran Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat
l~KA-PDudnlah dokumcn yang mernuat rencana pendapatan dan belanja PD
atau dokumcn yang memuat reneana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD
yang melnksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPA-PD adalah dokurnen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
Pcrangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
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Pasal 7
(1) Pemberian honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan sesuai

dengan tingkat kewajaran dan kondisi kerja,

BAB III
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal6 _

(1) Dalarn hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang
.perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar
Harga Satuan _ di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4_danberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan di Linglrungan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

PasalS
(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

standar biaya perjalanan dinas Iuar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya
masukan yang beriaku pada anggaran Kementeriarr/Lembaga Pemerintah
NonKementerian; - _

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan
Iuar negeri bagi _Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur
dengan berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. _

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan Iuar negeri;
c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
d. satuan biaya konsumsi;
e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas / operasional;
f. satuan biaya pemeliharaan;
g. satuan biaya sewa kendaraan untuk keperluan dinas;
h.. satuan biaya pengadaan pakaian dinas; dan
i. satuan biaya bahan bakar minyak.
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan Standar Harga
Satuan Regionalyang telah ditetapkan berdasarkan prinsip, efisiensi, efektivitas,
kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasa14
(l) Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasa12 terdiri atas:

BAB II
STANDAR BARGA SATUAN

- 6 -
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BERITADAERAHPROVINSI KALIMANTANSELATAN
TAHUN2020 NOMOR It 0

ALI ANWAR

PIh. SEKRETARIS DAERAH OVINSI
KALI T STAN,

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal ;La r~f'f~be,-~o

RUDYRESNAW

PIt. GUBERNU LIMANTANSELATAN,

~

Ditetapkan eli Banjarmasin
pada tanggal .2.~ .t'~" ~ J-Qr: .!J..o2.U

pengundangan
Berita Daerah

mengetahuinya, memerintahkan
dengan penempatannya dalam

Agar setiap orang
Peraturan Gubernur mi
Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai
dilaksanakan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2021.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua produk hukum
yang mengatur mengenai standar harga satuan dan tarif, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pasal9
Pada saat Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku, semua produk hukum daerah
yang berkaitan secara Iangsung dengan standar harga satuan dan tarif di Daerah,
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal8
Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah
digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pemberian honorarium untuk Petugas Penunjang Kegiatan Kantor jLapangan
melalui Perjanjian Kerja/Perikatan dapat diberikan sesuai dengan kondisi riil
peran dan kontribusi, serta tcrkait langsung dcngan kelancaran pelaksanaan
kegiatan di maslng-masing satuan kerja perangkat daerah.

-7 -



Dipindai dengan CamScanner

I. SATUANBJAYAHONORARIUM
Satuan biaya honorarium yang diberikan meliputi:
A. Honorarium Pejabat PengelolaKeuangan, yang diberikan kepada:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
2. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan(PPTK);
3. Pejabat Penatausahaan KeuanganPerangkat Oaerah (PPK-PO);
4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu; dan
6. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat

Daerah (PPK-PD)terdiri atas:
a. Petugas Pembuat SPP/SPM;
b. Petugas Verifikasi SPJ;
c. Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan; dan
d. Operator Aplikasi Keuangan.

7. Pembantu Bendahara Pengeluaran POterdiri atas:
a. Petugas Pembuat daftar gaji; dan
b. Petugas Pembuat Dokumen.

8. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PD pada UPTD
terdiri atas:
a. Petugas Pembuat SPP/SPM dan Verifikasi SPJ;
b. Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan; dan
c. Operator Aplikasi Keuangan dan Pembuat dokumen.

Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud dijabat oleh ASN kecuali
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan honorarium
pengelolakeuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan
besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan
untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola

lebih dari 1 (satu) DPAdapat diberikan honorarium dimaksud
sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing
DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing­
masing DPA.

STANDARHARGA SATUAN
DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

L/\MPIRAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR Q'/UTAI-IUN 2020
TI~NTANG
STANOI\R HI\RGA SATUAN OI LlNGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

..
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b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di Lingkungan PD, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara
pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu
diberikan mengacu pada honorarium PPK PD sesuai dengan pagu
belanja pegawai yang dikelolanya.

c. ketentuan jumlah PPK-PD diatur sebagai berikut:

1. jumlah PPK-PD yang membantu KPA:
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh

PPTK lainnya, jumlah PPK-PD paling banyak 6 (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-PD paling banyak 3
(tiga)orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2. jumlah keseluruhan PPK-PD yangmembantu PPTK dalam 1 (satu)
KPA tidak melebihi2 (dua)kali dari jumlah PPTK.

3. jumlah PPK-PD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai
berikut:
3.1. jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-PD

sebelum penggabungan; dan
3.2. besaran honorarium PPK-PD didasarkan padajumlah

pagu yang dikelola PPK- PD.

d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10%(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium dlmaksud.

B. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah, diberikan kepada:
1. Pengurus Barang PD; dan
2. Pengurus Barang Pembantu UPTD.

C. Honorarium Pengadaan Bararigj'.Jaaa, diberikan kepada:
1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ..

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
yang dijabat oleh ASNuntuk melaksanakan pemilihan penyedia
. barangfjasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan
langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-puechasinq yang
ditetapkan oleh PA/KPA pada perangkat daerah.

2. HonorariumKelompokKerjaPemilihanPengadaanBarangj'.Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan
pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

-2-
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_

Pengguna Anggararr/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Tim
Teknis Pemeriksa bila diperlukan, yang besaran tertinggi honorarium
-sebesar 125% dari jenjang nilai pagu pengadaan pejabar/Pemeriksa
Administrasi Hasil Pekerjaan.

D. Honorariurn_Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara
dan Panitia. -
1. Honorarium Narasumber atauPembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi at au pengetahuan dalam kegiatan seminar,
rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan
kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan) .

Honorarium narasumber atau pernbahas dapat diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam. pemberian honorarium
n~as~ber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit,
book dilakukan secara panel maupun individual.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada:
a. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi
hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa-pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
sampai dengan Rp200.000.000,OO dan jasa konsultasi yang
bemilai sampai dengan Rp100.000.000,OO

b. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas meme~sa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/Jasa
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bemilai diatas Rp200.000.000,OO dan jasa konsultasi yang
_bemilai di atas Rp100.000.000,OO

4. HonorariumPenggunaAnggaran
_ Horiorariumdiberikankepada penggunaanggaran dalam hal:
_a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi,

atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau

b. inenetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan
pengadaan barangJjasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barangJjasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
Untuk Panitia pemeriksa pekerjaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk
nilai pengadaan s.d. -Rp2.500.000.000,OOdapat dianggarkan untuk 3
orang sebagai ketua, sekretaris dan anggota. dan nilai pagu pengadaan
di atas Rp2:500.000.000,OO dapat ditambahkan anggota maksimal
dengan besaran untuk_Sekretaris dan anggota masing-masing sebesar
85% dan 65% dari honorarium Ketua.
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b. narasumber atau pembahas berasaJ dari:
1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelcnggara atau

masyarakat; at au
2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyc]enggara

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara danyatau masyarakat.

3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasaJ
dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka
diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari
honorarium narasumber /pembahas.

2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk me1aksanakan tugas sebagai moderator pada
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focue group
discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan
pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a. moderator berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara;

atau
b. moderator berasal dari dalam perangkat daerah

penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara
dan/atau masyarakat; dan

c. pembayaran moderator berdasarkan orang kali (OK) atau
sesi kegiatan. _

3. Honorarium PembawaAcara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur
sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, focus group discussion,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, dan
kegiatan sejenis yang mengundang minimal rnerrter-i, kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpirran ZanggotaDPRD
dan dihadiri lintas perangkat daerah dan z atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia
Honorariumpanitia diberikankepada aparatur sipilnegara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan
kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggaradan/ atau masyarakat.
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Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumJah honorarium yang
diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
)- KlasifikasiI dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten

atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada
kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sarna dengan
Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) per bulan.

Klasifikasi

No Jabatan I II III

1. Pejabat Tinggi dan PejabatTinggi 2Madya 3 4

2. PejabatEselonIII 3 4 5

3. Pejabat Eselon IV, pelaksana,
dan pejabat fungsionall pejabat 5 6 7
administrator

Dnlarn hal peinksnnaun kcgiaturi seminar, rapat kerja, sosialisasi,
discminosi. workshop, sarnsehan , simposium, Jokakarya, dan
kcgiatun sejenis memcrJukan tambahan panitia yang beraaal dari
non upurut.ur sipil rregar'aharus dilakukan secara selektif dengan
mcmpertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengaeu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas. Sedangkan untuk jumIah peserta kurang dari 40
(empat puluh) orang, jumlah pariitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara
Profesional
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa
aeara profesional (pakar , praktisi, atau pembicara khusus) yang
mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu
darr/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi,
sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejerrisnyadilaksanakan sesuai
satuan biaya honorarium.
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa
aeara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat
melebihi besaran standar honorarium narasumber, moderator, atau
pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill
(pembiayaan seeara at cost).

E. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Tim yang keanggotaannya berasal dari !intas perangkat daerah,
pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium
bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat
eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,
jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
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1. Honorarium Tim Pe1aksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat
dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu
tugas tertentu berdasarkan keputusan kepala daerah atau
sekretaris daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:
a. rnernpunyai keluaran (output)jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah eli luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani
oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
eli prioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi
yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif,efektif,dan efisien.
2. Honorarium TimSekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratifuntuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksna kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan di atur sebagai
berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
h. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

1-lusiHkasi II dcrigrm kriteria pemerintah daerah provinsi,
kubupatcn atuu lcotu yang telah memberikan tambahan
pcnghusilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sarna
dcngan Rp6.000.000,OO (enam juta rupiah) per bulan dan
lcurarig dad Rp20.000.000,OO(dun puluhjuta rupiah) per bulan.
Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provirrsi,
kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan
pcnghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari
Rp6.000.000,OO(enamjuta rupiah) per bulan atau belum menerima
tambalran penghasilan.

-6-

.•



Dipindai dengan CamScanner

'~HII\I\\hu] t lru IwlulHlnnn kegiutnn Lelah terbentuk selama 3 (tiga)
hd\\'1\ he rlunll 1111'111, I ernerlnta h doerah provinsi, melakukan
• ",," l'-\tii if l'l\udnp III'g. nHi dan efektivitas keberadaan tim
"'''HI ~"cI ""lu k dlpertlm hangkan menjadi tugas dan fungsiH"t"" I 4Wt:U)~IH.' dtlr.rah,

11\ t lonOl't\durn 1·.1Illbtwl 1((1ternngon AhU, Sakai Ahli, dan Beracara
I, l Innruurlum ')t'nlbtwl I(bttwangnn Ahli atau Saksi Ahli

l tnunrurh uu pc tuhrl'! kerernngnn HhU atau saksi ahli diberikan
, ,'ptHln pt~lnhut Ilf1AnI'Cl, pejubnt dnerah, apara.tur sipil negara, dan
pIIH-d, ltd'll ,VHllg dlhdri 1U~UR rnenghadiri dan memberikan informasi
t1tUll IHHc11't-H'WHl HdMllatl rlengnn kenhlian di bidang tugasnya yang
(111)('1"limn clnlnru l lngknt penyidikan dan Zatau persidangan
di p(inHndilnn,
Dulnru hul I. ~ltnlUll .vHllg rnengundang atau memanggil pemberi
I c It IullHHn nhll utnu snks! nhli tidak memberikan honorarium
dlnuiknud, InHtHIlHi penglrlrn pernberi keterangan ahli atau saksi ahli
((I-\pnl mmuhnrlknn honornrlurn dlrnaksud.

'J, 1lnnor, dum IlfWflCl\1'll

l Iouornrlurn herncurn dlberlkan kepada pejabat negara, pejabat
dUf1mh. npurntur alpil negnra, dan pihak lain yang diberi tugasuntuk
borucuru m wuklli instnnai pemerintah dalam persidangan
P l\Andllnn RopfHljnllJ:t merupakan tugas tambahan dan tidak
<inpli1(tlHi dengnn pernberian gaji dan tunjangan kirierja atau
t\H\inngun inn bnhnn.

(1, ltouornr+urn Penyuluhnn ntau Pendampingan
l Innorm-iurn penyuhrhan atau pendampingan diberikan sebagai
ptmAHunt I upnh ker]n kepada non aparatur sipil negara yang diangkat
tint uk' m lnkukun penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang
h rw nnng. Dnlnrn hnl keterrtuari mengenai upah minimum di suatu
wllnynh I bih tlnggi Lind pada satuan biaya dalam Peraturan Gubemur
1111, tlHt urm blnyn ini dnpat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang
m ngntur tentnng upnh minimum provinsi, kabupaten atau kota
d(jnHIlJl I< t en runn:
I. luluann Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)diberikan sesuai upah

minimum provlnsl, kabupaten atau kota setempat;
:)., luh.iaan DI/DIJ/DIlI/Sarjana. Terapan diberikan paling banyak

J 14% (sernru» empat belas persen) dari upah minimum provinsi,
knbupnren ntnu leota setempat;

3, lulusnn Snrjnnn (81) diberikan paling banyak 124% (seratus dua
puluh ernpnt person] dari upah minimum provinsi, kabupaten
ntnu kotn seternpat:

11, lulusnn MORter (82) dlberlkan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga
persen] dnrl upnh minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;dan

1). lulusnn Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima
puluh p rsen] dnri upah minimum provinsi, kabupaten atau kota
fmtempnt.
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H. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalarn pengambilan
sumpah jabatan.

I. Honorarium Tim Penyusunan Jumal, Bulettin, Majalah, Pengelola
Teknologi Inforrnasi, dan Pengelola Website
1. Honorarium Tim Penyusunan Jumal

Honorarium tim penyusunan jumal diberikan kepada penyusun dan
-penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pe1aksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium kepada rnitra bestari
(peer revieur ) sebesar Rp1.500.000,OO (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Bulettin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau rnajalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai -liputan
jumalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Bulettin adalah media cetak berupa selebaran atau rnajalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lernbaga atau kelompok profesi
tertentu.

3. Honorarium Tim PengelolaTeknologiatau Website.
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
termasuk media sosial) berdasarkan keputusan kepala daerah.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah
provinsi.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola
teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium
dimaksud.

J. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraanujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil
ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

K.Honorarium Penulisan Butir SoalTingkatProvinsi,
Honorariumpenulisan butir soal tingkat provinsi, diberikan sesuai dengan
kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat
lokal, meliputi soal yang bersifat penilaianakademik, seperti soal ujian
berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calori
aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal
tes bakat, tes minat, soal yangmengukur kecenderungan perilaku, soal tes
kompetensi guru yang non akademik, soal tes assesmen pegawai, soal
kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
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L. Honorarium Pcnyclcnp.Hurwll1 I<ef~jlltll" I'oIHIJdHcm, dll" Jid,.,.HH"J
1. Honorarium Pcnccromuh

Honora riu m pen cera muh dupu t d iburi 10m JI qwd,. l'(il'J(~(~(,1I'Ill'" ylll W.
membcrikan wawauan pcrigctu hurrn da n/ Uti' U nha '-/"0 'iX/jI't/tUlf;,;
sesuai dengan keahflarmyu kcpudn pcncrt. pf~rH.JidHwT)dlln pdt" ,hun
pada kegiatan pcndidikan d n pclutihun dc.mlW,J k(;teutw'rl J(~t,Slp)d
berikut: .

a. berasaJ dari luar perarrgkut dueruh pctlycJcrw,v,Llril I.IUI';

masyarakat;

b. berasal dari dalam pcrangkat dacruh pcnyc)cl1fW,Slru 1St: unjHnp,
peserta pendidikan dan pclat.ihe n yung rncnjudi tumlJrlJTJ urum«
kegiatan berasal dari luar perangkut ducr'uh pcnycJcny.VIJnJ
dan z at au masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut bcrasal dnr'i pcrungkr t ducrub
penyelenggara maka diberikan honorarium fJcbcuar 50'V" (lirnu
puluh persen) darl honorarium penccrarnah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari .JU9r pcrarrgkat dacruh
penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pcrigajar yang berasul dad hrar
perangkat daerah penyelenggara scpanjang kcburuhnn pcngajar
tidak terpenuhi dari perangkat daerah penyclcnggara.

3. Honorarium Pengajar yang beraaal dari daJam perangkat dacrah
penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang bcraaa! dari
dalrun perangkat daerah penyelenggara, baik Widyaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium
diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
Ketentuan jurnlah minimal tatap rnuka sesuai derigan ketcntuan
peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan ModulPendidikan dan Pclatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi
tugas untuk menyusun modul untuk peJaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi Widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
minimal jam tatap muka Widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan biaya mi diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling
sedikit 50% (lima puluh persen).
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5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan
pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan
pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan
baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas pe1aksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

M. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan
kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala
daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh)
anggota. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan.
untuk TAPD-Perencanaan Pembangunan, TAPD Perencanaan
Anggaran dan TAPDPertanggungjawaban Anggaran.

N. Honorarium pegawai yang ditugaskan diluar tugas rutinnya.
Honorarium pegawai yang ditugaskan diluar tugas rutinnya
antara lain:

a. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit yang diberikan kepada
pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian dan penetapan
Angka Kredit dilaksanakan berdasar surat tugas dari kepala PD
untuk setiap periode tertentu.

b. Honorarium untuk penunjang pelaksanaan pelayanan publik
di lingkungan kantor bersama samsat, kepada petugas instansi
terkait (non ASN Pemprov) dan operasi bersama diberikan
honorarium sesuai kehadiran dan/ atau target pelayanan.

c. Honorarium petugas pengamanan dan pengawalan Gubemur dan
Wakil Gubemur Kalimatan Selatan dari Kepolisian Daerah
Kalimantan Selatan.

d. Honorarium Petugas Jalan Raya/Unit Reaksi Cepat Direktorat
Lalu Lintas Kepolisian daerah yang diperbantukan pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.

- 10 -
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PeIjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan
beberapa prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
satuan kerja perangkat daerah;

c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan perjalanan dinas.

- 11 -

O. Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan dengan Perjanjian Kerja,
Honorarium Jasa Tenaga Kontrak kegiatan dengan perjanjian kerja
dapat diberikan pegawai Non ASN yang dipekerjakan untuk
~endukung pelaksanaan kegiatan fungsi PD/UPTD, yang
dianggarkan pada kegiatan yang ada korelasinya dengan tugas
tenaga kontrak kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan beban
kerja dan lamanya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatanZrapat, apabila
diperlukan dapat diberikan biaya transport sesuai ketentuan yang
berlaku dan apabila dalam suatu kegiatan atau kepanitian terdapat
perangkapan fungsi maka pemberian honorariumnya hanya diberikan
salah satu saja.

II. SATUANBIAYAPERJALANAN DINAS DALAMNEGERI DANLUARNEGERI
Perjalanan dinas dalam negeri merupakan petjalanan ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan RepubJik
Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah, sedangkan
Perjalanan dinas luar negeri merupakan peIjalanan ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk kepentingan pernerintahan daerah.
PeIjalanan dinas adalah peIjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak
lain. Adapun peIjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c.pengumandahan/pemindahan tugas pegawai (detasering);
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau
rnenghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter ten tang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

f.memperoleh pengobatan berclaear-kan surat keterangan dokter,
karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan
tugas;

g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3;
dan

i.mengikuti pendidikan dam pelatihan.
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II.I. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalarn negeri
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejaba t
negara, pejabat daerah, aparatur sipil nega.ra, dan pihak lain
dalam menjalankan perintah perjalanan dirras dl dalarn negeri
lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan
sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperJuan
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. PerjaJanan dinas
di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat
diberikan uang transportasi lokal.
Uang harlan pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di hrar kota.

II.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon IIyang
melaksanakan perjalanan dinasjabatan dalam rangka pelukaarrann
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti
atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagal pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II
dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter,
tips pengemudi, yang diberikan secara lumpeulet.

11.3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalarn negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas dalam negeri.
Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penglnapan,
diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30°/c-, [tlga
puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

II.4. Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang

(PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalarn negeri ndalah
satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang
(PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara leota
tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran,

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai ber ikur:
1. uang harian;

2. biaya transport;

3. biaya penginapan; dan

4. uang representasi perjalanan dinas.

- 12 -
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Pembiayaan tilcet PCSllWUt pcrjal :1l10n dinos dnlurn ncgcri dapat
dilaksanakan mclebihi bcsnruri aturidur binya. tikct pcsuwat
pcrjalanan dirras dularn ncgeri scpanjong didukung dcrigrm
bukti pengeluaran riil (pcmbiayaun sccc ra at cost).

2. Satuan Biaya Taksi Pcrjalanan Dinns Dalarn Ncgcri Pcrgi Pulang (PP)
Satuan biaya yang digunakan trn tuk mcnyusun pcrcncanaan
kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalarian taksi:
a. keberarigkatan

1) dad kantor ternpat kedudukan asal mcnuju bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan
ke tempat tujuan;

2) dad bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju tcrnpat tujuan;

b. kepulangan
1) dari ternpat tujuan menuju bandera, pelabuhan,

terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat
kedudukan asal; atau

2) dad bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak
dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi
menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya
transportasi lainnya.
Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan
melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang
didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan seeara
at cost).

Contoh 1:
Saudara Asebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan
dinas jabatan dari Banjarbaru ke Kota Bogar Provinsi Kalimantan
Selatan, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a. keberangkatan

1)satuan biaya taksi dad tempat kedudukan (kantor)
eli Banjarbaru ke Bandara Syamsudin Noor;

2)satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta
di Tanggerang ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau
kantor) di Kota Bogor; dan

3)satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat
tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda
transportasi darat dapat diberikan pembiayaan seeara
at cost.

b. kepulangan
1)satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel
penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan
pemhiayaan secara at cost;

2)satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan eli Kota Bogor
ke Bandara Soekarno-Hatta; dan

- 13 -
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III.SATUANBlAYAPAKETKEGIATANRAPATATAUPERTEMUANDILUAR KANTOR
1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan hiaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan
bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

3)satuan biaya te.k.si dad Bandara Syamsudin Noor
lee tcmpat kcdtrdtrkan (kantor).

Contoh 2:
Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan
dinas jabatan dari Banjarbaru ke Kecamatan Takabone Rate
di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai
berikut:
a. keberangkatan

1)satuan hiaya taksi dari tempat kedudukan (kantor)
di Banjarbaru ke Bandara Syamsudin Noor; dan

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan
Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor)
di Kabupaten Kepulauan Selayar;

3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju temp at tujuan
penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan
moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan
secara at cost.

b. kepulangan
I) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan
Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda
transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara
at cost

2)satuan biaya taksi dari hotel /pengmapan (di Kabupaten
Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan
Selayar; dan

3)satuan biaya taksi dari Bandara Syamsudin Noor
ke Banjarbaru tempat kedudukan (kantor).

3. SatuanBiayaTransportasiDaratdari IbukotaProvinsikeKabupatenj Kota
dalam Provinsiyang Sarna(One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi
ke kabupaten/kota dalam. provinsi yang sama (one way atau
sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain
dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan
di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sarna atau
sebaliknya dalam rangka pelaksanaan peIjalanan din as dalam
negeri.

Besaran satuan biaya peIjalanan dinas luar negeri mengacu kepada
peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian yang
menetapkan satuan hiaya perjalarran dinas luar negeri.

- 14 -
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Satuan biaya paket kcgiatan rapat atau pcrtemuan di Iuar kantor
menurut lama penyclenggaraan terbagi dalarn 4 (empat) jcnis yaitu:
a. paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat atau pertcmuan yang disc1cnggarakan di luar kantor
sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3
(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan
dan fasilitasnya.

b. paket FuUday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal
8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi,
dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal
5 (lima)jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan
kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan
rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal
12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi,
dan kudapan 3 (tiga)kali, ruang pertemuan dam fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas,
akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rap at ,
pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif
dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor
fullboard, Jullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan
penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap
mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harlan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam pengalokasian uang harlan kegiatan fullboard,
kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence.

- 15 -
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VI. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Saruan biaya pcmeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
mer'upakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
pcrencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau
bangunan di dalam riegeri, guna menjaga atau mempertahankan
gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula,
atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sarna
dengan 2 'Yo (due persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak:
termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam
negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangurian dalam riegeri
dialokasikan un tuk:
a. gedung atau bangunan milik daerah; danj' atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur
tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
pemeliharaan.

IV. HATlJJ\N I lAY J\ I\l)N~UMSI

S"t\lnn hiuyn leon ...urns i mer-upukart satuan biaya yang
diAUnnlu\1l uut.ul menyusun perencanaan kebutuhan biaya
p n~(\flc\l\n mnknn dnn lcuclaprm (snack), termasuk minuman untuk
,'nll"t ntnu port muun:
n, rnpnt koordinnei tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang

p f4 rtnnyn m nteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b. rnpnt, blnsn yn-ng pesertanya melibatkan satuan kerja Iainnya,

esclon 11 lninnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga
lninnyn, instnnai pemerintah, dany atau masyarakat dan
dilnksnnuknn minimal selama 2 (dua) jam.

P ngnnggnrnn binyn konsumsi diperuntukan untuk belanja makan dan minuman
P gnwni, rapat, tarnu, pasien, siswa dianggarkan berdasarkan standar harga satuan
ynng 1> .rlnku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

V. SA'l'UAN BIAYA PENOADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Sntuan binya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan
opcrusionnl kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda 4 (empat) atau bus
sertn kendaraan lapangan rods 2 (dua) melalui pembelian guna menunjang
pelaksunaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pl\\\ltln ~Il\l\~ IlH me-rh.rkun wnkt u tnmbnhun untuk mempcrsiapkan
pt ln IWl\HUH" I{t'gll\ t 1\n dn l\ periyul 'sHln n pcrtanggungjawaban dan
lWtlt'rtn ,\Hl\g llU-'''ltrtuknn wnkt u turnbnha n untuk bcrangkat atau
,,\\ll"\~ <\1 hUH' wuktu p lnksrmnnn kegtutan , dapat dialokasikan
hll\~n I C1l\gltmIHUl dnn unng harian perjalanan dirias scsuai
',~kl\t\ll\" ,Vung b rlnku, urituk 1 [saru) hari sebelum danZatau 1
(Nut,,) luu-i ~u:~tl\1dnhpelnksunaan kegiatan.

~ 1 ) -
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Penganggaran pakaian dinas dan atributnya diperuntukan untuk belanja
Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL),Pakaian Dinas Harian
(POH),Pakai Dinas Upacara (POU)yang clianggarkan berdasarkan stan dar harga
satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan kewajaran, dan untuk
penganggaran pakaian dinas tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPO.

VIII. SATUANBIAYAPENGADAANPAKAIANDINAS

VII. SATUANBIAYASEWA KENOARAANUNTUKKEPERLUANDINAS
Satuan biaya sewa kendaraan din as dip eruntukan , diperuntukan

untuk PO yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan, sedangkan dalam
pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan, dapat melakukan sewa
kendaraan dimaksud untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatannya.
Lamanya masa sewa kendaraan diperhitungkan paling lama untuk 3 (tiga) hari
sewa. Harga sewa kendaraan sudah termasuk BBM, pengemudi, dan pembantu
pengemudi.

Sedangkan anggaran sewa alat berat, diperuntukan untuk belanja sewa alat
berat berupa eskavator, buldozer, peralatan bongkar muat, sewa potori/tongkang
kecil, yang dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku
didasarkan asas kepatutan dan kewajaran. dan anggaran sewa perlengkapan
dan Peralatan Kantor, diperuntukan untuk belanja sewa maja kursi, computer dan
printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adatj tradisional yang dianggarkan
berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas kepatutan dan
kewajaran.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya
pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk
mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal
dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan
dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Sat uari biaya ini tidak djper-urrttrlcart bagi:
1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan

besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar
inventaris; danl atau

2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau ovorhawl.
3. Satuan Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

Satuan biaya pemeliharaan inventaris kantor merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk rnernper-talaarilcan 1:>ar~g inventaris
kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan
kursi), personal komputerlnotebook, printer, AC split, dan genset agar
berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya
pemeliharaan genset be1um termasuk kebutuhan bahan bakar
minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan
penggantian toner.
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RUDY RESNAWAN

R KALIMANTAN SELATAN,

IX. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK
Kendaraan yang khusus dipergunakan oIeh Pejabat (Kendaraan Dinas) dan

Kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan (Kendaraan OperasionaI) dengan
meneantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud Alokasi anggaran adalah
kendaraan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)dan dianggarkan
pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik.
Penganggaran belanja bahan bakar minyak disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

Penganggnran Pakaian Kerja dipcruntukan untuk bclanja Pakaian kcrja
lapangan yang dianggarkan berdasarkan standar harpe satuan yang bcrlaku
didasarknn asas kcpatutan dan kewajaran dan untuk anggaran bclanja Pakaian
Dinns untuk Satpam, Penjaga Malam, Petugas Kebersihan, Pctugaa/
Tukang Kebun.

Penganggaran Pakaian khusus dan hari-hari tertentu diperuntukan untuk
belanja Pakaian Korpri, adat daerah, batik tradisional, olahraga dan yang
dianggarkan berdasarkan standar harga satuan yang berlaku didasarkan asas
kepatutan dan kewajaran yang dianggarkan sesuai kebutuhan dan tidak
dianggarkan seeara terus menerus.
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